Menimbang

Mengingat

SULAW BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2009
TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH

PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT ,

. bahwa dalam rangka mempercepat proses pembanguaarahDdan

meningkatkan kesejahteraan rakyat Provinsi Sulaviizsiat sebagai
tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi SulaBasit, maka salah
satu alternatif untuk maksud tersebut dibentukladda® Usaha Milik
Daerah ;

. bahwa pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dim&esudebagai

mitra masyarakat dalam mensukseskan proses penrENgU
sebagaimana nafas dari prinsip perekonomian ndsiang diatur dalam
Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Irsi@i@hun 1945

bahwa berdasarkan Pasal 177 Undang-Undang NomdraBan 2004
tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan BadaraWaidik Daerah
ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksiadhuruf a,

huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peratlraerah tentang
Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Provinsi SulaBesat;

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusaltsserah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Norh0.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoB®r)2

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangagara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Mo,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2@s)4

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perberammaegara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Ndribambahan
Lembaran Negara Republik Nomor 4355) ;

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembamtBleraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Istioi@hun 2004
Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Nom&®}3

. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang PembamtBkovinsi

Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indondaaun 2004
Nomor 105 Tambahan Lembaran Negara Republik No#d2;

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemb&nt®aerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 ®orh25,
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomé87)4
sebagaimana diubah telah beberapa kali terakhgasebndang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua AtasngaUndang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daeraml{aean negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahambaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perindrag@uangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerahbdran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, TambahamHlaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangeakték
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lemba¥agara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahanbazan Negara
Republik Indonesia Nomor 3817) ;

9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persei@abatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Norh06,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noite)4;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentanmggeRdaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik IndanEshun 2005
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelanlomor
4578) ;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1%9fang Bentuk
Hukum Badan Usaha Milik Daerah ;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomordium 2008 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaagnah Provinsi
Sulawesi Barat Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lemnb&raerah
Provinsi Sulawesi Barat Nomor 26) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT
dan
GUBERNUR SULAWESI BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA
MILIK DAERAH PROVINSI SULAWES| BARAT.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi SeieBarat bersama-sama dengan semua
Pemerintah Kabupaten di lingkup Provinsi Sulawesial



4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyebdisDPRD adalah Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

5. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupatemgkiup Provinsi Sulawesi Barat.

6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya diseliiiB adalah badan usaha yang seluruh
atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daera loerasal dari kekayaan daerah yang
dipisahkan.

7. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang menkdtantuan-ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2Qft@ng Perseroan Terbatas.

8. Pemegang Saham adalah orang atau badan yang nagayestthamnya dalam BUMD.

9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disiRgkaS adalah RUPS Tahunan dan
RUPS lainnya yang dalam Anggaran Dasar nantinysgkat RUPS Luar Biasa kecuali
dengan tegas ditentukan lain.

10. Direksi adalah unsur dari Pengurus BUMD yang lbggangjawab penuh atas pengurusan
BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewd&dUMD baik di dalam maupun di
luar Pengadilan.

11.Dewan Komisaris adalah unsur BUMD yang bertugasakuidan pengawasan secara umum
dan atau khusus serta memberikan nasehat kepagksiDlalam menjalankan BUMD.

12. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagiany&ak daerah yang berasal dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dkaisaluntuk digunakan dalam
penyertaan modal usaha pada BUMD.

13.Pihak Ketiga adalah Instansi dan/atau Badan Usahathu Perseorangan yang berada di luar
organisasi Pemerintah Daerah, antara lain PemerfPagat, Pemerintah Daerah Lain, Badan
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Laifsaha Koperasi, Usaha Swasta
Nasional, dan/atau Usaha Swasta Asing yang tundd& plukum Indonesia.

BAB 11
PENDIRIAN

Pasal 2
Dengan Peraturan Daerah didirikan Badan Usaha B#éi&rah Provinsi Sulawesi Barat.

BAB I11
TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hwkg@usat di Ibukota Provinsi Sulawesi
Barat.

(2) Dalam rangka pengembangan usaha, BUMD dapatlirikan Anak-anak Perusahaan dan
atau Perwakilan di Daerah lain dalam wilayah Reguhtonesia maupun di Luar Negeri.

BAB IV
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4
Maksud pendirian BUMD adalah untuk membantu mengpatproses pembangunan Daerah.



Pasal 5

Tujuan pendirian BUMD adalah untuk menumbuhkan daeningkatkan sebesar-besarnya
kegiatan perekonomian daerah yang berdampak lussd&emasyarakat di Provinsi Sulawesi
Barat, yang pada gilirannya akan memberikan kamrityang maksimal terhadap pendapatan
daerah untuk kesejahteraan masyarakat Sulawed Y&arg sesuai dengan prinsip perekonomian
nasional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar mab@45 dan peraturan perundang-
undangan.

BAB V
JENIS DAN BIDANG USAHA

Pasal 6

(1) Jenis Usaha BUMD akan diatur secara tegas dajanhi pedoman pelaksanaan BUMD dalam
mengelola bidang usaha investasi.

(2) Bidang Usaha Investasi sebagaimana dimaksud pgdt (1) yang akan dikerjakan oleh
BUMD mencakup :

a. Usahadi Bidang Agrobisnis ;

Usaha di Bidang Industri Strategis ;

Usaha di Bidang Konstruksi (klasifikasi kemitraaamgan BUMN dan Great tinggi) ;
Usaha di Bidang Properti ;

Usaha di Bidang Konsultan ;
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Usaha di Bidang Jasa/Perdagangan ;
Usaha di Bidang Telekomunikasi ;
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Usaha di Bidang Perhubungan (Transportasi Darat, dan Udara) ;

Usaha di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineraaddigas ;
Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan ;
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k. Usaha di Bidang Pariwisata ;

Usaha di Bidang Penerbangan ;
. Usaha di Bidang Infrastruktur ;

Usaha di Bidang Perbankan ;

Usaha di Bidang Investasi ; dan
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Usaha di Bidang Asuransi.

BAB VI
MITRA KERJA

Pasal 7

Dalam melakukan usahanya, BUMD dapat bekerjasanmgatie mitra-mitra kerja seperti :
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, BadahaUkélik Negara, BUMD lain, Usaha
Koperasi, Usaha Swasta Nasional, dan atau Usahat&weaing yang tunduk pada Hukum
Indonesia dan tidak bertentangan dengan prinsigkpapmian nasional yang diatur dalam
Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan peraturan pemgrghdangan.



BAB VII
MODAL

Pasal 8

(1) Modal Dasar BUMD sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tigigar rupiah), yang disetor oleh
pendiri sebesar 60 % (enam puluh persen), danysissebesar 40 % (empat puluh persen)
dibagi rata oleh para Pemegang Saham;

(2) Pada saat pendirian BUMD, telah dilakukan penyartaadal sebagai Modal Dasar BUMD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rincian

a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sebesar 60 %n{epuluh persen) atau senilai
Rp.1.800.000.000,00 (satu milyar delapan ratusrjysaah);

b. Pemerintah Kabupaten masing-masing sebesar 8 %pédelpersen) atau senilai Rp.
240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)

(3) Modal Dasar BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat ddpat diubah dengan
memperhatikan ketentuan yang berlaku setelah mahgapsetujuan para Pemegang Saham.

Saham
Pasal 9

(1) Semua saham yang telah dan akan dikeluarkan oléWilBHdalah saham atas nama yang
dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Baraind@emerintah Kabupaten serta publik
lainnya.

(2) Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunchdd&eAnggaran dasar dan kepada
semua keputusan yang diambil secara sah dalam ReWsSberdasar Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku.

Pasal 10

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal $akem kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB VIII
PEMEGANG SAHAM

Pasal 11

(1) BUMD mengadakan dan menyimpan daftar pemegang salaandaftar khusus di tempat
kedudukan BUMD.

(2) Dalam daftar pemegang saham itu dicatat :
a. Nama dan alamat para pemegang saham ;

b. Jumlah, nomor dan tanggal perolehan surat sahansatat kolektif saham yang dimiliki
oleh para pemegang saham ;

c. Jumlah yang disetor atas setiap saham ;

d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yangporeyai hak gadai atas saham dan
tanggal perolehan hak gadai tersebut ;

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk laimssdag ;
f. Kerangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi.

(3) Pemegang saham harus memberitahukan setiamgenpn domisili dengan surat kepada
Direksi BUMD.



